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1] Sekilas tentang Perbedaan Civil Law dan Common Law System

denny@integritylawfirms.com



1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

2. Persamaan di Mata Hukum (Equality
Before the Law)

3. Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak
(Due Process of Law)
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Konsep Rule of Law dan Penerapannya di 
Indonesia (1/1)

Pada dasarnya, doktrin rule of law adalah konsep negara
hukum yang berarti hukum memegang kedudukan
tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum.



1. Adanya perlindungan konstitusional;
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak

memihak;
3. Adanya pemilihan umum yang bebas;
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat

dan berserikat;
5. Adanya tugas oposisi; dan
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Sumber: International Commission of Jurists, "Declaration of Bangkok: 
conclusions and resolutions", Bangkok February 15-19, 1965.

5
denny@integritylawfirms.com

Berikut syarat-syarat pemerintahan
representatif di bawah rule of law, yakni:

Konsep Rule of Law dan Penerapannya di 
Indonesia (1/2)



COMMON LAW SYSTEM

1. Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Utama
→ Putusan Hakim terdahulu jadi sumber
hukum utama untuk menghadapi perkara.

2. Menganut Preseden/Doktrin Stare Decicis →
Hakim terikat menerapkan putusan Pengadilan
terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau
pendahulunya untuk kasus serupa.

3. Sistem Peradilan Adversary → Kedua pihak
yang bersengketa, masing-masing
menggunakan pengacaranya untuk
berhadapan di depan hakim.

Sumber: Nurul Qamar. Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan
Common Law System. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hal. 47
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CIVIL LAW SYSTEM

1. Ada System kodifikasi → Pembukuan Hukum
dalam suatu himpunan.

2. Hakim Tidak Terikat Preseden → Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan menjadi
rujukan hukum utama.

3. Sistem Peradilan Inquistorial→ Hakim aktif
dan punya peran besar dalam mengarahkan
dan memutus perkara.

Sumber: Nurul Qamar. Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan
Common Law System. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hal. 40
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▪ Dalam perkembangannya, perbedaan tersebut menjadi
tidak terlalu fundamental karena Negara yang menganut
sistem Eropa Kontinental mulai menggunakan putusan hakim
sebagai sumber hukum. Demikian pula sebaliknya.

▪ Tidak terdapat larangan suatu negara menggunakan dua
sistem hukum sekaligus. Filipina, misalnya, untuk kaidah-
kaidah Hukum Tata Negara, Pajak, Hukum Acara
menggunakan sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan sistem
Eropa Kontinental terlihat pada hukum yang mengatur
hubungan keluarga, property, kontrak dan Hukum Pidana.

▪ Begitu juga dengan Indonesia, dalam praktik dan
perkembangannya, peradilan di Indonesia tidak lagi
sepenuhnya menerapkan sistem Civil Law karena telah
memiliki dan menerapkan beberapa karakteristik yang identik
dengan sistem Common Law.

Sumber: Susi Dwi Harijanti, "Bolehkah Menggunakan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon
Bersamaan?", Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad, 11 Februari 2014.
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Bolehkah Menggunakan Sistem Hukum 
Civil Law dan Common Law secara

Bersamaan?
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2] Pendekatan Hukum Progresif (Indonesia) dan Critical Legal Studies



Pandangan Hukum Progresif di Indonesia (1/1)
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▪ Pada Tahun 2002, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo mulai mensosialisasikan
gagasan dan/atau paradigmanya mengenai hukum Progresif. Gagasan
tersebut muncul dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum
dan ketidakpuasan publik yang makin meluas terhadap kinerja
hukum dan pengadilan.

▪ Intinya, gagasan Hukum Progresif ingin mendorong komunitas pekerja
hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan
hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran
positivistis dan legal analytical.

Sumber: Rahardjo, Satjipto,2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
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Pandangan Hukum Progresif di Indonesia (1/2)
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S

▪ Paradigma Hukum Progresif:
1. Hukum adalah untuk manusia;
2. Menolak untuk mempertahankan keadaan status

quo dalam berhukum; dan
3. Memberikan perhatian besar terhadap peranan

perilaku manusia dalam hukum.

Sumber: Rahardjo, Satjipto,2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
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PANDANGAN
CRITICAL LEGAL 

STUDIES

• Hukum tidak dapat berdiri sendiri dan selalu
tergantung dengan aspek-aspek empiris
kehidupan.

• Hukum dapat dikatakan netral jika hukum
tersebut bebas dari pengaruh-pengaruh yang
menekannya (substantive justice).

• Proses-proses politik sangat mempengaruhi
hukum baik dalam substansi maupun
implementasinya (law politics distinction)
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Sumber:

• Ian Ward, An Introduction To Critical Legal Theory, United Kingdom: Cavendish Publishing Limited, 1998,

hlm. 72 – 73.

• Mark V. Tushnet, “Critical Legal Theory” dalam Martin P. Golding, William A. Edmundson (eds), The Backwell

guide to the Philosophy of Law and legal Theory, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2005, hlm. 83. 84.

• Frank W. Munger, “Critical Legal Studies versus Critical Legal Theory: A Comment on

Method”, Law and Policy, Vol. 6 No. 6, 1984, hlm. 262-265.
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3] Duitokrasi dan Mafia Peradilan: Rusaknya
Penegakan Hukum Di Indonesia
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▪ Wajah hukum Indonesia bisa dikatakan dikuasai oleh 

satu kata, bukan demokrasi, tapi DUITOKRASI. 

▪ Demokrasi adalah saat kedaulatan ada di tangan 

rakyat, dan negara hukum dijunjung tinggi. Duitokrasi

adalah antitesanya, saat kedaulatan dibajak oleh 

kekuatan duit, dan negara hukum direndahkan hanya 

menjadi komoditas transaksi jual-beli yang 

diperdagangkan. 

DUITokrasi membunuh DEMOkrasi

Sumber: Kompasiana.com
denny@integritylawfirms.com



Structured weakening of

Indonesia’sAnticorruption
Commission (KPK)

Available on:
https://integritylawfirms.com/indonesia/category/buku/
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https://integritylawfirms.com/indonesia/category/buku/


Through the KPK Law revision, 

Government and DPR allegedly worked 

together to weaken KPK

• KPKidentifies 26 weakening points on the Revision Law Number

19/2019

• President Jokowi stands on two legs, does not sign the Law even he

allegedly took part in the collusion

1
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KPK CHAIRPERSONS ETHICS

CRISIS

2 KPKchairpersons that breached the code of ethics

1
7denny@integritylawfirms.com



denny@integritylawfirms.com 18

▪ Indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception 
index (CPI) Indonesia merosot 4 poin, dari 38 pada 2021 
menjadi 34 pada tahun 2022

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 
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Beberapa Fakta Kasus Korupsi Oleh Hakim
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Jumlah 
Hakim

Tersangka 
Kasus 

Korupsi

Sumber: KPK, September 2022 sebagaimana dimuat pada laman Katadata.co.id https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-jumlah-hakim-yang-
tertangkap-korupsi-pada-periode-2010-2022
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Hakim dan Panitera Terjerat Kasus 
Korupsi

Sumber: “Hakim dan Panitera Yang Terjerat Kasus Korupsi”, Media Indonesia, dimuat dalam:
https://mediaindonesia.com/infografis/524763/hakim-dan-panitera-yang-terjerat-korupsi

https://mediaindonesia.com/infografis/524763/hakim-dan-panitera-yang-terjerat-korupsi
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Survei Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Peradilan

PENGADILAN

Menempati
Peringkat 6 (Kategori
Lembaga Negara)

- 15% Sangat 
Percaya

- 51 % Cukup
Percaya

- 24% Sedikit
Percaya

- 4% Tidak Percaya
- 7% Tidak Percaya

Sama sekali

Sumber: Lembaga Survei
Indonesia, 2022 dimuat
dalam: 
https://www.lsi.or.id/

https://www.lsi.or.id/
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), et.al , Access To Justice Index In Indonesia 2019, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2019, hlm. 71, dimuat

dalam:   http://ijrs.or.id/en/indonesian-access-to-justice-index/

Acces To Justice Index in Indonesia

Kementerian 
PPN/Bappenas dan 
Indonesia Judicial research 
Society (IJRS), pada tahun
2019, mencatat indeks
akses terhadap keadilan di 
Indonesia berdasarkan
“Kualitas Penyelesaian
Perkara” berada pada nilai
76,7%.

http://ijrs.or.id/en/indonesian-access-to-justice-index/
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Miris dan memilukan, dari tahun 2019 
hingga Oktober 2022, tren kepuasan
kinerja Pemerintah di bidang
penegakan hukum semakin menurun.

Kondisi ini dapat dipahami, mengingat
dari tahun ke tahun, pelanggaran yang 
dilakukan oleh oknum penegak hukum
tiada henti-hentinya.

Sumber: Kompas.id https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/23/alarm-dari-
bidang-penegakan-hukum

https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/23/alarm-dari-bidang-penegakan-hukum
https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/23/alarm-dari-bidang-penegakan-hukum
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Survey Nasional 
“Pandangan Masyarakat 
atas Hak Memperoleh
Keadilan”

Oleh Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia RI 
bekerjasama dengan
Penelitian dan 
Pengembangan Kompas

Sumber: Komnas HAM https://www.komnasham.go.id/files/20211209-survei-
nasional-pandangan-masyarakat-$TO4F.pdf

Proses dipersulit dan Penanganan yang lambat (acces to

justice) oleh lembaga penegak hukum, tak terkecuali

dalam lingkup lembaga Peradilan

https://www.komnasham.go.id/files/20211209-survei-nasional-pandangan-masyarakat-$TO4F.pdf
https://www.komnasham.go.id/files/20211209-survei-nasional-pandangan-masyarakat-$TO4F.pdf
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Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI Tahun
2021, mencatat nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 
terhadap Mahkamah Agung 
berada di nilai 3,93/98,50.

Akan tetapi, nilai indeks
tersebut menjadi semu
karena tidak sesuai dengan
fakta yang terjadi dengan
adanya praktik jual beli
perkara di Mahkamah Agung.

Sumber: Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimuat dalam: 
https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/hasil-survei-indeks-kepuasan-
masyarakat

Indeks Semu Kepuasan Terhadap

Mahkamah Agung

https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/hasil-survei-indeks-kepuasan-masyarakat
https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/hasil-survei-indeks-kepuasan-masyarakat
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Oligarchs: government 
cooperates with businessmen

Political Party

Media

Army/Police

DUITOKRASI KILLS 

DEMOCRACY

The real  power
holders  in
Indonesia
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4] Menjadi International Lawyer di Australia

denny@integritylawfirms.com
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International Professor

• Guru Besar UGM, 
2010

• Guru Besar
Kehormatan
Melbourne Law 
School and Faculty 
of Arts, 2016-2019

22
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International Lawyer

•Mendirikan
INTEGRITY Law 
Firm 2015

•Mendapatkan izin
praktik di 
Australia 2022

30denny@integritylawfirms.com



•Tahapan dan proses 
mendapatkan izin praktik
lawyer di Australia 
ditempuh dalam 6 (enam) 
bulan dari waktu normal 
selama ± 7 (tujuh) tahun.

denny@integritylawfirms.com 31

6
months

Principal 

Certificate

SLP

Certificate

Admission 

Assesment

Admitted 

Supreme

Court

Menjadi Australian Legal Practitioner



▪Mendapatkan pengecualian
dari syarat magang 2 (dua) 
tahun sebagai lawyer di 
Melbourne yang dikabulkan 
oleh Victorian Legal Service 
Board Australia.

▪Hal tersebut tidak lepas dari 
surat dukungan/rekomendasi, 
salah satunya diberikan oleh 
Presiden RI Ke-6 Susilo 
Bambang Yudhoyono.

denny@integritylawfirms.com 32

Menjadi Australian Lawyer



Profesi Advokat di 

Australia:

Untuk dapat menjalankan profesi advokat di 
Australia, seseorang terlebih dahulu
mendapatkan Admission yang mensyaratkan:

• Minimal berusia 18 Tahun;
• Memenuhi standar akademik;
• Lulus pelatihan praktisi hukum (Practical 

Training Course) oleh Legal Admission Board 
(LAB).

denny@integritylawfirms.com
33
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Persyaratan Pengajuan Admission di 
Victoria Admission Board (LAB)

1. Akademik

Studi di Pendidikan tinggi yang telah diakreditasi oleh
LAB minimal 3 tahun dan lulus matakuliah yang ditelah
ditentukan;

2. Identitas

Bukti Kewarganegaraan Australia dan Residen bagi
Warga Negara Asing

3. Pelatihan Praktisi Hukum

Mengikuti dan lulus pelatihan yang telah disediakan

4. Bahasa

Membuktikan kemampuan berbahasa inggris melalui
IELTS dan TOEFL iBT

denny@integritylawfirms.com



Jenis Advokat di 

Australia:

• Lawyers: adalah seseorang yang telah memenuhi
syarat sebagai calon advokat, namun belum boleh
melakukan kegiatan praktik.

- Solicitor: Adalah Advokat yang memberikan jasa
hukum di luar Pengadilan, seperti property dan 
investasi.

- Barrister: Adalah seseorang Advokat yang 
memberikan jasa hukum litigasi, seperti pembuatan
gugatan dan mewakili klien di persidangan.

Sumber:www.owenhodge.com.au

3
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Lihat. www.millnerknight.com.au and https://austbar.asn.au/

Pembedaan Advokat di 
Australia

Tidak seperti di Indonesia yang menyatukan pemberi 
jasa hukum antara di dalam dan di luar pengadilan pada 

satu terminologi, di Australia terdapat pembedaan 
terkait domain pemberian jasa

Solicitor, merupakan profesi hukum yang 
secara umum memberikan nasihat

hukum dan melakukan proses hukum
sebagian besar di luar pengadilan, 

seperti legal opinion, mengurus
pekerjaan di bidang hukum, mewakili

dan melakukan negosiasi. 

Barrister, merupakan profesi hukum yang 
memberikan jasa pada bidang hukum yang 

berkaitan dengan proses litigasi. Syarat
untuk menjadi Barrister ialah solicitor yang 
telah melewati the Bar Readers Course yang 

diselenggarakan oleh Assosiasi Bar.

36

denny@integritylawfirms.com

http://www.millnerknight.com.au/
https://austbar.asn.au/
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➢Secara umum seorang Barrister harus menerima detail laporan
(brief) dari solicitor untuk dapat hadir dalam persidangan;

➢Barrister harus memenuhi kapasitas, skill dan pengalaman
sebagaimana telah ditulis dalam brief oleh solicitor;

➢Solicitor dalam brief yang telah dibuat harus memastikan bahwa
Barrister yang akan ditunjuk dapat hadir/mewakili disebabkan tidak
ada peraturan yang melarang;

➢Barrister menerima besaran pembayaran (fee) yang telah
direkomendasikan oleh solicitor.

➢Barrister dapat melakukan proses perkara tanpa melalui Solicitor jika
menurut pendapat yang wajar intruksi soliciter (untuk tidak
mengambil proses litigasi) dapat/telah merugikan klien.

Lihat 22 Legal Profession Uniform Conduct (Barristers) Rules 2015

Hubungan Barrister dan Solicitor dalam Perkara 
Hukum: Fundamental Common Law

denny@integritylawfirms.com



Dewan Etik Advokat Australia

Setiap organisasi Advokat memiliki Dewan Etik yang berwenang untuk melakukan
menerima laporan dan melakukan penyelidikan terhadap anggota Advokat.

Organisasi Advokat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Penegakan Perilaku
Profesi Hukum (The Legal Practitioners Disciplinary Tribunal) terhadap tindakan
tidak menyenangkan (unsatisfactory professional conduct) dan pelanggaran
profesi (professional misconduct) Advokat.

Jika terbukti telah melanggar, Pengadilan berwenang untuk:
• Memberikan teguran.
• Memerintahkan Advokat yang bersangkutan untuk kembali mengikuti

pendidikan dan pelatihan lebih lanjut dan melakukan konseling.
• Membayar denda hingga $50,000.
• Menangguhkan legal practice certificate milik Advokat paling lama 12 bulan.

3
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OA di Australia: Multi Bar
Atau Single Bar?

Terdapat organisasi advokat pada setiap negara bagian di 
Australia, namun pada dasarnya mereka adalah bagian dari 
Associations Bar of Australia (ABA) sebagaimana amanah 

Chapter 1 Legal Profession Uniform Law.

Untuk dapat menjadi advokat (solicitor/barrister) yang 
mampu beracara di dalam dan di luar pengadilan harus
terlebih dahulu memiliki izin yang dikeluarkan oleh OA 

masing-masing negara bagian.

ABA

▪ Victorian Legal Services Board (barristers and/or solicitors) 
▪ Queensland Law Society (solicitors)
▪ Bar Association of Queensland (barristers)
▪ Law Society of New South Wales (solicitors) 
▪ New South Wales Bar Association (barristers)
▪ Australian Capital Territory Law Society (solicitors)
▪ Law Society of Tasmania (barristers and/or solicitors)  
▪ Australian Capital Territory Bar Association (barristers) 
▪ Law Society of South Australia (barristers and/or solicitors) 
▪ Law Society Northern Territory (barristers and/or solicitors)
▪ Legal Practice Board of Western Australia (barristers 

and/or solicitors)

39denny@integritylawfirms.com
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OA di bawah ABA disebut sebagai Legal 
Service Board (LSB)

Legal Service Board merupakan lembaga publik pada
setiap negara bagian di Australia yang bertanggungjawab
untuk menjaga kualitas dan pelayanan profesi hukum.

Article 6.2.3 Legal Profession Act
Legal Service Board ditujukan untuk:
1. Memastikan pengaturan mengenai standar profesi hukum;
2. Memberikan perlindungan terhadap klien sebagai

konsumen;
3. Memastikan terdapat manajemen yang memadai dan 

dapat dipertanggungjawabkan.

denny@integritylawfirms.com



• Lembaga tersebut akan memberikan izin local
legal practice certificate untuk menjalankan
profesi advokat pada suatu negara bagian
tertentu (Victoria) untuk Barrister dan Solicitor.

• Pengurus LSB tersebut berasal dari unsur
pemerintahan, kejaksaan, akademisi, serta
perwakilan organisasi advokat (bar
association).

- (Part 3-Local Regulatory Authorities legal profession uniform law application act 
2014)

denny@integritylawfirms.com
41

The Victorian Legal Board merupakan
Legal Service Board pada negara bagian

Victoria



1. Keadaan insolvensi; 
2. Riwayat pelanggaran hukum; 
3. Menjadi pihak pendisplinan perilaku profesi hukum;
4. Tidak membayar indemnity insurance; 
5. Riwayat pengeluaran oleh managing corporation / kantor

hukum;
6. Kepatuhan terhadap pengadilan; 
7. kepatusan terhadap organisasi advokat.

Syarat Pembaruan Sertifikat Praktisi
Hukum di Australia

Sertifikat prakitisi hukum yang berlaku di Australia harus diperbarui oleh
pemegang setiap tahun melalui Legal Services Board, dengan
mempertimbangkan:

42denny@integritylawfirms.com



INTEGRITY Programs

• INTEGRITY Scholarship
• INTEGRITY Constitutional 

Discussion
• INTEGRITY Legal Training
• INTEGRITY Legal Update
• INTEGRITY Client Alert
• INTEGRITY Constitutional 

Advocacy
• INTEGRITY Legal Aid

https://integritylawfirms.com/australia/







LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Melbourne Office:
Level 31 & 50, 120 Collins Street

Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
+61 3 85184708

Jakarta Office:
Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, INDONESIA
+62 21 2555 8836
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